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NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73A ayat (3)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi

Perlindungan Anak;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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Menetapkan

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59406);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN
ANAK.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Koordinasi adalah tindakan untuk menyinergikan dan
mengharmoniskan  penyelenggaraan  perlindungan
anak secara terpadu.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan
pemerintah daerah.

Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk
perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi
dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan
rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan
diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pemantauan adalah serangkaian kegiatan

pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan
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pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Evaluasi adalah kegiatan menganalisis perencanaan
dan hasil Pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan
menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak bertujuan

untuk:

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak;

meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan
harmonis dalam pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak; dan

memperoleh data dan informasi dalam

penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 3

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan
Perlindungan Anak, Menteri harus melakukan
koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
Dalam penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
menetapkan tim Koordinasi Perlindungan Anak.
Gubernur dan bupati/walikota mengoordinasikan
pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di

daerah.

Pasal 4
Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan
terhadap:

a. pemenuhan Hak Anak; dan
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b. Perlindungan Khusus Anak.

(2) Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. Pemantauan;
b. Evaluasi; dan

c. Pelaporan.

BAB II
PEMANTAUAN

Pasal 5
Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak
dilakukan terhadap pelaksanaan:
a. pemenuhan Hak Anak; dan

b. Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 6
Pemantauan  pelaksanaan pemenuhan Hak  Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan
terhadap:
a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
dan
d. pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya,

dan rekreasi.

Pasal 7
Pemantauan pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan
terhadap:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau

seksual,
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